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ABSTRAK 
 
 
GUFRAN GAFFAR (B 111 12 376). Tinjauan Yuridis 
TerhadapKeturutsertaan Anak Melakukan Tindak Pidana 
Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 
72/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks), dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar 
sebagai pembimbing I dan Hj. Haeranah sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum pidana 
materil pada anak turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan 
(Putusan Nomor 72/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks) dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada 
Putusan Nomor 72/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan 
perkara ini, mengambil salinan putusan yang terkait. Disamping itu, 
peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-
buku, literatur dan peraturan perundang- undangan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :(1) Penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan 
Undang-undang yang berlaku. Jaksa penuntut umum sudah sangat tepat, 
dengan mengajukan terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan 
yang disusun secara alternatif. Penerapan hukum terhadap tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan.              (2) 
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam 
putusan perkara nomor 72/PID.Sus.Anak/2015/PN.Mks telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana putusan 
yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa hasil Visum et Repertum, 
keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-
hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang 
dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain 
seseorang berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki 
derajat yang sama dengan yang lain. 
Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan 
dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak 
diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan 
yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, 
martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya. 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 
masa depan. 
Keberadaan anak yang ada dilingkungan kita memang perlu 
mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam 
perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak
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 melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan orang 
lain atau merungikan diri sendiri. 
Tingakah laku yang demikian disebabkan karena dalam sikap 
petumbuhan  sikap dan mental anak belum stabil dan juga tidak terlepas 
dari lingkangan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, 
kenakalan anak menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga 
perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan 
kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Anak sebagai penerus bangsa harus diberikan perlindungan, baik 
dari sisi sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang 
melakukan tindak pidana akan diproses atau ditindak sesuai dengan 
tindakan melawan hukum yang dilakukannnya. Dalam proses penanganan 
kasus tindak pidana yang dilakukan anak sangat berbeda dengan kasus 
tindak pidana yang dilakukan oleh yang sudah dewasa. 
Perbedaan tersebut sangat menonjol dari sisi proses penyidikan, 
mengadili dalam persidangan, dan putusan hakim. Hak-hak anak juga 
harus diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara yang melibatkan 
anak. Ancaman pidana kepada anak yang di tentukan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilana Pidana Anak 
paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana terhadap yang sudah 
dewasa, serta tidak diberlakukan pidana mati dan pidana penjara seumur 
hidup terhadap anak. 
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“Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-
undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan 
pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang 
masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan 
akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia lebih baik, yang 
berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara”.1 
Kenakalan anak timbul karena dari segi pribadinya mengalami 
perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, 
mudah tersingguang dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi 
dirinya untuk bertindak dan kadang-kadang tidak umum dan diluar aturan 
yang berlaku di masyarakat. Disamping itu kenakalan anak juga 
disebabkan karena pengaruh lingkungan. “Oleh karena itu menjadi 
kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat 
maupun bangsa memberi jaminan, memelihara, dan mengaankan 
kepentingan anak itu karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung 
jawab tersebut wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang 
datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.”2 
Berbagai macam kenakalan yang dilakukan oleh anak mulai dari 
kenakalan biasa hingga kenakalan yang merupakan tindak pidana. Salah 
satu kejahatan yang mengarah ketindak pidana yang dilakukan oleh anak 
adalah penganiayaan. Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa 
                                                          
1 Wagiati Soetodjo, 2006,Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Jakarta,  hlm. 29. 
2 R. Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, hlm. 24 
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penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui 
media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah 
Kota Makassar. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh 
berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri, dendam atau 
karena adanya rasa solidaritas terhadap teman sehingga ikut serta dalam 
melakukan penganiayaan. 
Tindak pidana penganiayaan yang terjadi terkait adanya rasa 
solidaritas terhadap teman sehingga turut serta dalam melakukan 
penyerangan yang mengakibatkan luka berat. Pelaku dalam tindak pidana 
bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dapat 
dilakukan oleh anak.  
Khususnya mengenai turut serta dalam melakukan penganiayaan , 
diatur dalam Pasal 358 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:  
“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di 
mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing 
terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:  
1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika  
akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;  
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada  
 yang mati. 
 
Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau ikut serta dalam 
tindak pidana merupakan suatu tindakan yang mencerminkan rusaknya 
moral bangsa, karena generasi penerus tidak berperilaku baik. Hal ini 
harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait untuk segera ditindak 
lanjuti agar kedepannya bisa ditanggulangi kehal-hal positif yang dapat 
dilakukan anak. 
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Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji 
tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berkaitan dengan hal tersebut 
penulis memilih judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Keturutsertaan Anak 
Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”  
(PutusanNo.72/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Makassar) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap yang 
turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan 
Pengadilan Neger Makassar No.72/Pid.Sus.Anak/2015/PN 
Makassar? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana 
penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri  Makassar 
No.72/Pid.Sus.Anak/2015/PN Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan pada permasalahan yang telah Penulis kemukakan maka 
tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah : 
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1) Tujuan Penelitian : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
anak yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan 
dalam Putusan Pengadilan Negeri 
MakassarNo.72/Pid.Sus.Anak/2015/PN Makassar. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap anak yang turut serta 
melakukan tindak pidana penganiayaan pada Putusan 
Pengadilan Negeri  Makassar No.72/Pid.Sus.Anak/2015/PN 
Makassar. 
2) Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan 
dengan hukum pidana yang dikaji. Yaitu tindak penganiayaan 
yang dilakukan oleh anak 
2. Dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih 
lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan-rekan 
mahasiswa fakultas hukum dan kalangan lain yang berminat. 
Serta untuk menambah khasanah perpustakaan fakultas hukum 
universitas hasanuddin. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi 
masyarakat umum yang mempunyai perhatian dan kepedulian 
terhadap persoalan-persoalan hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi 
digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-
Undang kita telah menerjemahkan istilah strafbaar feit yang berasal dari 
KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-
undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana.  
“Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata , yaitu straf, baar, dan feit. Straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.”3 
Menurut para pakar dalam hukum pidana, pengertian tindak pidana 
adalah sebagai berikut: 
Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari 
buku karya Lamintang, sebagai:  
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”4 
                                                          
3  Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori  
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.   
4 P.A.F., Lamintang, 2011,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Keempa, P.T.Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.   
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Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden 
Marpaung strafbaarfeit sebagai berikut.  
“strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.”5 
 
Sementara Jonkers merumuskan bahwa  
 
“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”6 
 
S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: 
 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”7 
 
Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi istilah 
perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.8 
 
Menurut Prodjodikoroyang termasuk berpandangan monistis 
menerjemahkan “strafbaar feit”ke dalam tindak pidana dengan 
menyatakan bahwa:9 
                                                          
5 Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana,Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 8   
6  Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20 
7Ibid., hlm 22 
8 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 
hlm. 59.   
9 Wiryono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung, hlm 55.    
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“Suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman 
dan pelaku tersebut merupakan subyek tindak pidana.” 
Selanjutnya E.Utrecht merumuskan strafbaar feit dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen 
negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 
atau melalaikan itu).10 
 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 (dua) bagian yaitu:11 
1. Unsur Subjektif, merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, yaitu: 
a. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus (disengaja) dan 
culpa (kealpaan). 
Unsur kesalahan terhadap pelaku dan perbuatannya, baik itu 
disengaja atau karena kealpaan sangat berhubungan dengan hal 
kebatinan, dimana pelaku tindak pidana yang telah melakukan 
perbuatan yang dilarang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatanya. 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-
bentukkesalahan terdiri dari: 
1) Kesengajaan (opzet) 
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokokalasan 
                                                          
10Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 
hlm. 98 
11Ibid., hlm. 49 
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diadaka larangan itu, dan perbuatan itu melanggarhukum. 
Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk) 
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya 
delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar 
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukum pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn). 
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan 
tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak 
sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis,  
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnyadelik 
bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan 
syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan 
pelaku tercapai. 
2) Kealpaan (culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
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dikarenakan perilaku orang itu sendiri.Kelalaian menurut hukum 
pidana terbagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa 
pidana, maka tidak perlu melihat akibat yangtimbul dari 
perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. 
b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akiba 
yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau 
matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360, 
361 KUHP 
b. Adanya kemampuan bertanggung jawab. 
Apabila jiwa pelaku dalam kedaaan sehat dan normal, maka dapat   
dipastikan tindak pidana yang dilakukan dapat dijatuhi hukuman. 
c. Tidak ada alasan pemaaf. 
Tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan pelaku 
atas perbuatannya. 
2. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:12 
a. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. 
    Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku tidak memenhui rumusan undang-undang atau belum diatur 
                                                          
12Ibid.,hlm. 72. 
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dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah 
perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana. 
b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil 
    maupun materiil. 
 Perbuatan bersifat melawan hukum secara formil, yaitu suatu 
perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur 
dalam undang-undang (hukum tertulis), sedangkan secara materil, 
yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun 
belum diatur dalam undang-undang. 
c. Tidak ada alasan pembenar 
Tidak ada alasan pembenar untuk menghapus perbuatan dari 
tindak pidana yang dilakukan. Alasan pembenar menghapuskan sifat 
melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah 
memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-
undang, dengan kata lain alasan pembenar dapat menghapuskan 
perbuatan pidananya. 
Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana 
tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan 
dan pelakunya tidak dapat dipidana. Hal-hal yang dapat menjadi 
alasan pembenar, antara lain: 
1) Daya Paksa Absolut 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan 
bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh 
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sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh 
dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa 
dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. 
Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat 
mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain. 
2) Pembelaan Terpaksa 
Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan 
sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang 
dipakai oleh Belanda ialah noodweer tidak terdapat dalam 
rumusan undang-undang. 
Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: 
“Tidak dipidang barang siapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan 
kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena 
serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat 
pada saat itu yang melawan hukum. 
 
Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu 
pembelaan terpaksa (noodweer) tersebut: 
1. Pembelaan itu bersifat terpaksa; 
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan 
kesusilaan, atau  harta benda sendiri atau orang lain; 
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat 
dekat pada saat itu; dan 
             4. Serangan itu melawan hukum. 
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Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau 
ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan 
(proporsionaliteit). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas 
(subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan kepentingan 
hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya 
yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.13 
3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang 
 Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-
undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: 
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tindak dipidana.” 
4) Menjalankan perintah jabatan yang sah 
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak 
dipidana.”  
 
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang 
memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad 
memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara 
kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan 
perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 
266). 
                                                          
13Adami Chazawi, 2002,Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum 
Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & 
Ajaran Kausalitas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm. 46. 
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Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu 
berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan 
kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara orang yang 
diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan 
jabatan dan subordinasi. 
C.Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak 
Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
dikatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa 
dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun sosial.Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan dikriminatif. 
Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana 
anak, karena digunakan untuk memenuhi seseorang yang diduga 
melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan, Adanya 
ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal 
tersebut akan menjadi penganan bagi para petugas dilapangan agar tidak 
terjadi salah tangkap salah sidik, salah tuntut maupun salah mengadili, 
karena menyangkut hak asasi seseorang.14 
                                                          
14Gatot Supranomo, 2005,Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, hlm.19. 
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Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai 
batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan 
perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak 
sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak 
memberikan pengertian yang jelas tentang anak.    
Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:   
a. Anak menurut UU Perkawinan  
Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mendefinisikan bahwa "seorang pria hanya diizinkan kawin apabila 
telah mencapai usia 19 (sembilas belas) tahun dan pihak wanita telah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” 
 
b. Anak menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, mendefinisikan bahwa "anak adalah seseorang 
yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” 
 
c. Anak menurut UU Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan 
“Anak mendefinisikan bahwa anak yang brkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang 
diduga melakukan tindak pidana.” 
 
 
d. Anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
 
Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia mendefinisikan bahwa”Anak adalah setiap manusia 
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yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya.” 
 
 
e. Anak menurut UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan  
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan, mendefinisikan "anak adalah orang laki-laki dan 
perempuan berumur 14 tahun ke bawah.” 
 
 
f. Anak menurut UU Perlindungan Anak  
 
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
 
 
M. Nasir Djamil Mengungkapkan bahwa “ sudah seharusnya 
peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) defenisi 
sehingga tidak akan menimbulkan tumpah tindih peraturan perundang-
undangan yang pada tataran praktis akan membuat repot 
penyelenggaraan pemerintahan.15 
2. Jenis-Jenis Pidana Anak 
    Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana  berupa 
pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang pidana 
pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal, yaitu: 
                                                          
15  M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum,  Sinar Grafika,  Jakarta, hlm. 11. 
18 
 
1. Pidana Pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada 
anak. Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak , 
yaitu: 
    a. Pidana peringatan;  
    b. Pidana dengan syarat:  
         1) Pembinaan di luar lembaga;  
         2) Pelayanan masyarakat; atau  
         3) Pengawasan.  
      c. Pelatihan kerja;  
      d. Pembinaan dalam lembaga; dan  
      e. Penjara. 
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan sebagai   
tambahan dari pidana pokok yang diterimanya. Selain pidana pokok 
maka terhadap anak  dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, berupa: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau  
b. Pemenuhan kewajiban adat 
Tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang 
bertujuan untuk membina dan memberikan pengajaran kepada anak 
nakal. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012  adalah : 
Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:  
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;  
b. Penyerahan kepada seseorang;  
19 
 
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;  
d. Perawatan di LPKS; 
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;  
f.  Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  
g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
 
Penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan 
ataupun tindakan, dapat dilihat sebagai berikut: 
1. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai pidana 
bersyarat yag dijatuhkan kepada anak sebagai berikut: 
1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal 
pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.  
2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan 
syarat khusus.  
3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak 
tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa 
pidana dengan syarat.  
4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk 
melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan 
dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan 
Anak.  
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5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa 
pidana dengan syarat umum.  
6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.  
7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum 
melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan 
melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang 
telah ditetapkan.  
8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 
(sembilan) tahun.  
2. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut: 
(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:  
a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang 
dilakukan oleh pejabat pembina;  
c. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau  
d. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina 
dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk 
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memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui 
maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.  
3. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut: 
(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang 
dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan 
kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.  
(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam 
menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, 
pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas 
untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau 
sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan 
terhadapnya.  
(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 
7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.  
 
4. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut: 
(1)  Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.  
(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan 
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Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan.  
5. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut: 
(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan 
kerja yang sesuai dengan usia Anak.  
(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) 
tahun.  
6. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut: 
 
(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak 
melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai 
dengan kekerasan.  
(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak 
paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang 
diancamkan terhadap orang dewasa.  
(3)  Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.  
(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga 
terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini  
23 
 
7. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut: 
 
(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan 
kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh 
pemerintah maupun swasta.  
(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan 
dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.  
(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) 
bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.  
 
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya 
pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan 
berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat  
8. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut: 
 
(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan 
perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.  
(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 
(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 
dewasa.  
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 
(delapan belas) tahun.  
24 
 
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya 
pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan 
pembebasan bersyarat.  
(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya 
terakhir.  
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun.  
9. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut: 
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:  
a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 
b. penyerahan kepada seseorang;  
c. perawatan di rumah sakit jiwa;  
d. perawatan di LPKS;  
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;  
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  
g. perbaikan akibat tindak pidana.  
(2)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, 
dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.  
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(3)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh 
Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.  
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
10. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur sebagai berikut:  
(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk 
kepentingan Anak yang bersangkutan.  
(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu 
orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan 
kepada Anak yang bersangkutan  
D. Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Kamus Umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa 
“penganiyaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan 
sewenang-wenang”,16 seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. 
Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka penganiayaan dapat diartikan 
sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau 
merasakan sakit. 
Dalam KUHP tidak menjelaskan tentang pengertian penganiayaan 
hanya disebutkan klasifikasinya saja. Untuk kata penganiayaan hanya 
                                                          
16 Wahya, Suzana, Ernawati Waridah, 2013, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi 
Penganiayaan, Ruang Kata: Bandung, hlm. 49. 
26 
 
menafsirkan dari arti katanya saja. Penganiayaan hanya diartikan sebagai 
perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan 
pada tubuh. 
Sementara dalam doktrin/ilmu pengertahuan hukum pidana, 
penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.17 
2. Unsur-Unsur Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana 
Penganiayaan 
Turut serta dalam konteks ini berbeda dengan istilah turut 
serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP.  Dalam 
konteks ini istilah turut serta mempunyai makna secara gramatikal 
sebagai terlibatnya seseorang dalam secara bersama-sama dalam 
suatu tindak pidana. Turut serta dalam konteks ini tidak 
mempersyaratkan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 55 KUHP. 
Untuk memperjelas pemahaman terhadap tindak pidana ini 
akan dikutipkan Pasal 358 KUHP yang mengatur tindak pidana 
tersebut.  
Pasal 358 KUHP 
“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung 
                                                          
17 Tongat, 2003,Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas TIndak Pidana Terhadap Subjek 
Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Djambatan, Jakarta,  hlm. 70. 
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jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan 
olehnya, diancam:  
1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, 
jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka 
berat;  
2.  Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika 
akibatnya ada  yang mati. 
 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 358 KUHP di atas 
adalah berupa turut serta dalam penyerangan adau perkelahian. 
Jadi, Pasal 358 KUHP secara eksplisit mengatur turut sertanya 
atau terlibatnya seseorang dalam hal terjadi penyerangan atau 
perkelahian yang menyebabkan adanya korban luka berat atau 
mati. 
Untuk memperjelas tindak pidana yang diatur dalam pasal 
358 KUHP di atas berikut ini akan diuraikan unsur-unsur tindak 
pidana tersebut:18 
a. Unsur-unsur objektif 
 
1. Turut serta 
2. Dalam penyerangan 
3. Dalam perkelahian 
4. Terlibat beberapa orang 
5. Akibat luka berat atau mati 
 
b. Unsur-unsur subjektif 
 
                                                          
18Ibid., hlm. 105 
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Dalam unsur turut serta, maka yang dimaksud adalah turut 
serta dalam penyerangan atau perkelahian. Dalam konteks ini 
harus terlibat lebih dari dua orang. Jadi, apabila terjadi 
penyerangan atau perkelahian yang melibatkan dua orang 
kemudian terlibat orang lain dalam penyerangan atau perkelahian 
itu, maka orang lain yang terlibat dalam penyerangan atau 
perkelahian itulah yang dimaksudkan dalam konteks turut serta 
dalam penyerangan atau perkelahian Pasal 358 KUHP. 
Istilah penyerangan mempunyai konotasi adanya dua pihak, di 
mana pihak orang yang melakukan penyerangan bersifat aktif 
sementara pihak yang lain dalam posisi sebagai pihak yang 
diserang atau dalam posisi pasif. Sementara istilah perkelahian 
menunjuk pada pengertian ada dua pihal yang saling berhadapan 
secara aktif untuk saling menyerang. 
Unsur terlibat beberapa orang, dengan adanya unsur ini 
jelas, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 358 KUHP 
mempersyaratkan beberapa orang mengingat yang dipidana 
berdasarkan Pasal 358 KUHP adalah justru orang yang terlibat 
dalam penyerangan atau perkelahian itu sendiri. 
“Seorang peserta harus dipertanggung jawabkan juga atas 
perbuatan khusus yang dilakukannya, hingga ia tidak dapat 
dipersalahkan ikut serta dalam penyerangan atau perkelahiaan. 
Terhadap peserta ini harus mempertanggung jawabkan atas 
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kejahatan khusus yang ia lakukan secara pribadi. Apakah peserta 
ini melakukan dengan sengaja perbuatan-perbuatan yang dapat 
menimbulkan luka berat atau matinya seseorang, maka ia secara 
pribadi melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan.”19 
 
3.  Jenis-Jenis Penganiayaan 
Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja 
(penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam :  
a. Penganiayaan biasa (Pasal 351)  
b. Penganiayaan ringan (Pasal 352)  
c. Penganiayaan berat (Pasal 354)  
d. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355)  
e. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas 
tertentu yang memberatkan (Pasal 356)20 
Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak 
pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 
358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 6 (lima) 
jenis yaitu: 
1. Penganiayaan Biasa 
                                                          
19 Moch. Anwar, 1986, Huukum Pidana Bagian Khusus, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 109  
20 Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Teradap Tubuh dan Nyawa. PT Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 8.   
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Yang termasuk Pasal 351 Ayat (1), bukan penganiayaan ringan, 
bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan 
luka berat atau matinya orang. Istilah lain tindak pidana ini disebut tindak 
pidana penganiayaan dalam bentuk pokok. Tindak pidana dalam Pasal 
351 dikualifikasi sebagai penganiayaan dengan rumusan yang singkat. 
Mengamati Pasal 351 KUHP, maka ada 4 (empat) jenis 
penganiayaan biasa yakni: 21 
- Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau  matinya  
orang 
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 
- Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. 
- Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan orang. 
2. Penganiayaan Ringan 
Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ini 
tidak terdapat dalam WvS Belanda yang merupakan pengecualian asas 
konkordansi (concordantie). Ketentuan penganiayaan ringan diberlakukan 
di Indonesia atas dasar adanya perbedaan kewenangan mengadili antara 
pengadilan polisi yang berwenang dalam megadili perkaraperkara ringan 
dan pengadilan negeri yang berwenang dalam mengadili perkara–perkara 
lainnya. 
Rumusan tentang penganiayaan ringan terdapat dalamPasal 352 
KUHP yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:22 
                                                          
21Ibid., hlm. 16 
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1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan 
2.  Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.  
Sedangkan batasan dari penganiayaan ringan ini adalah: 
a. Bukan merupakan penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) 
b. Bukan penganiayaan yang dilakukan: 
1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya; 
2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena       
menjalankan tugasnya yang sah; 
3. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa  
atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
c. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariaan. 
3. Penganiayaan Berencana 
Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP. 
Ada 3 (tiga) penganiayaan berencana, yakni:23 
a. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat 
atau kematian. 
b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. 
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. 
4. Penganiayaan Berat.  
Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang 
sudah diterangkan dibagian muka, dengan  menghubungkan pada 
                                                                                                                                                               
22 Tongat, Op. Cit. hlm. 84 
23 Adami Chazawi, Op. Cit. hlm. 26 
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rumusan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan 
berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Kesalahannya: kesengajaan 
b. Perbuatan: melukai berat 
c. Objeknya: tubuh orang lain 
d. Akibatnya: luka berat. 
Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang diatur 
dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat itu merupakan 
maksud atau tujuan pelaku, dalam arti bahwa pelaku memang 
menghendaki terjadinya luka berat pada korban. 
5. Penganiayaan Berat Berencana 
Berdasarkan rumusan Pasal 355 KUHP diatas terlihat , bahwa 
penganiayaan berat berencana terdir dari 2 (dua) macam, yaitu: 
a. Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan 
kematian (penganiayaan berat berencana biasa). 
b. Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian 
(penganiayaan berat berencana yang diperberat). 
6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Atau  
     Dengan Cara Tertentu Memberatkan 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 
dapat ditambah dengan sepertiga : 
(1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya 
yang sah, istrinya atau anaknya; 
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(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika 
atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 
(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau 
diminum. 
Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan 
yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 
KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai 
penganiayaan yaitu:  
a. Kualitas korban 
b. Cara atau modus penganiayaan 
Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena 
melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan 
perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan 
tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak 
 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis memberikandampak yang 
sangat besar dalam putusan yang diputuskan olehhakim. Pertimbangan 
yuridis menguraikan unsur-unsur dari suatutindak pidana perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi dansesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh Jaksa/PenuntutUmum berdasarkan fakta-fakta dan bukti-
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bukti yang telah didapatkansesuai dengan alat bukti Pasal 184 KUHAP. 
Alat buktinya berupa: 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Bukti surat 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa 
Dalam praktik peradilan, sebelum pertimbangan-pertimbangan 
yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, maka Hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan beriorentasi pada dimensi tentang 
locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana 
tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa 
sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat 
langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan 
tindak pidana, serta hal-hal penting dibalik peristiwa tersebut. 
Apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan 
terhadap pelaku terbukti sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti yang 
didapatkan, maka pernyataan hakim dalam putusan menjatuhkan 
hukuman kepada pelaku sesuai perbuatannya. 
Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang 
didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim dalam putusan 
agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan.  
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Sebelum hakim menjatuhkan hukuman atas terdakwa, maka 
terlebih dahulu juga dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan 
“hal-hal yang meringankan”. Pertimbangan Hakim sendiri terdiri atas dua 
pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 
Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang dapat menjadi alasan 
sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. 
Sedangkan, hal yang meringankan adalahsetiap hal yang dapat menjadi 
dasar alasan bagi Hakim agar padaputusannya, sanksi yang didakwakan 
oleh Penuntut Umum dapatdikurangi. 
 
2. Aspek Pertimbangan Sosiologis 
Dalam proses persidangan anak sebagai pelaku tindakpidana, 
Hakim juga harus mempertimbangkan laporan 
PembimbingKemasyarakatan. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan 
hanyadigunakan dalam proses persidangan yang menempatkan 
anaksebagai pelaku tindak pidana.  
Dalam hal hakim memutus untuk memberikan pidana pada anak 
maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:  
a) Sifat kejahatan yang dijalankan;  
b) Perkembangan jiwa si anak;  
c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.24 
                                                          
24Wagiati Soetodjo, Op. Cit. hlm. 48 
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Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai 
diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus 
didampingi oleh petugas sosial yang membuat/case study tentang anak 
dalam sidang.  
Adapun yang tercantum dalam laporan peneliti 
kemasyarakatanialah gambaran keadaan si anak, berupa:  
a) Masalah sosialnya;  
b) Kepribadiannya;  
c) Latar belakang kehidupannya, misalnya:  
1) Riwayat sejak kecil;  
2) Pergaulannya didalam dan diluar rumah  
3) Keadaan rumah tangga si anak;  
4) Hubungan antara bapak ibu dan si anak;  
5) Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain;  
6) Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut. 
Laporan peneliti kemasyarakatanini sangat besar pengaruhnya 
terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam 
memutuskan perkara anak dengan melihat case study dapat dilihat 
dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan 
apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan 
pembuatan laporan peneliti kemasyarakatan, maka hakim tidak akan 
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mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh 
bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu 
beberapa jam saja dan biasanya dalam laporan peneliti 
kemasyarakatanpetugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-
tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan 
lebih memenuhi kebutuhan anak. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
A. Lokasi Penelitian  
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan 
pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat 
diputus perkara Nomor 72/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks yang merupakan 
objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung 
melaluiwawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait 
dengan penulisan skripsi ini.  
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi 
lokasi penelitian, literature, serta peraturan-peraturan yang ada 
relevansinya dengan materi yang dibahas.  
C. Teknik Pengumpulan Data  
 
1. Penelitian Pustaka (Library Research)  
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Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel.  
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.  
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan 
secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Yang Turut 
Serta  Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan 
Nomor : 72/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks  
 
1. Posisi Kasus 
 
Bahwa terdakwa Asrullah Bin Anwar Alias Attulu bersama-sama 
dengan Sahar,Farid, Andi dan Jon (Semuanya belum 
tertangkap/DPO) dan beberapa orang lain yang tidak diketahui 
identitasnya, pada hari senin tanggal 06 Februari 2015 sekitar pukul 
23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 
2015, bertempat di lorong Inul depan warnet ALL atau setidak-
tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk kedalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah secara tidak baik 
melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara antara lain sebagai berikut: 
Awalnya terdakwa berkumpul di Perumahan Delta di samping 
Perumahan NTI Makassar lalu Sahar (DPO) menceritakan kalau ada 
masalah dengan saksi korban wahidin Alias Wahid lalu Sahar (DPO) 
mengajak terdakwa dan Farid, Andi beserta Jon dan beberapa orang 
lain yang tidak diketahui identitasnya mempersiapkan busur, petasan 
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dan alat lainnya untuk menyerang lalu memasukkannya kedalam tas 
kecil/ selempang warna hitam yang dibawa oleh Sahar, Farid, Jon 
(ketiganya DPO) dan yang lainnya, lalu terdakwa membonceng Jon 
(DPO) menggunakan sepeda motor begitu pula dengan yang lainnya 
juga saling berboncengan sekitar 5 (lima) sepeda motor menuju 
kedepan warnet ALL tempat saksi korban biasa kempul-kumpul. 
Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sahar, 
Farid dan Andi (ketiganya DPO) berhenti di depan warnet All sehingga 
terdakwapu berhenti lalu , Sahar, Farid dan Andi (ketiganya DPO) 
langsung turun dari sepeda motornya sehingga terdakwa bersama Jon 
(DPO) juga turun dari sepeda motor, lalu , Sahar, Farid dan Andi 
(ketiganya DPO) dan beberapa orang lainnya langsung menyerang 
dengan melepaskan anak panah/ busur kearah saksi korban yang 
sedang berkumpul bersama teman-temannya sedangkan terdakwa 
sendiri berdiri dekat sepeda motor terdakwa untuk berjaga-jaga jangan 
sampai ada serangan balik dari saksi korban bersama teman-
temannya, lalu saat itu busur-busur yang dilepaskan oleh , Sahar, 
Farid dan Andi (ketiganya DPO) mengenai pada bagian punggung 
sebelah kiri saksi korban Wahidin, dan ada juga yang mengenai 
korban Gufran Walad alias Uffan pada bagian perut sebelah kanan 
dan mengenai korban Jumaidi Alias Medi pada bagian tangan/lengan 
sebelah kanannya lalu setelah itu beberapa pelaku lainnya (tidak 
diketahui identitasnya) membakar petasan dan melemparkannya ke 
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udara setelah itu terdakwa dan yang lainnya langsung melarikan diri 
meninggalkan saksi korban dan yang lainnya. 
Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama , Sahar, Farid, Andi 
dan Jon (semuanya belum tertangkap/ DPO) dan beberapa orang 
lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyebabkan para 
korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum Et 
Reperentum dari RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor: 
HK.04.01/I.19/1688 tanggal 10 Februari 2015, Nomor: 
HK.04.01/I.19/11689/2015 tanggal 10 Februari 2015, Nomor: 
HK.04.01/I.19/1690/2015 tanggal 23 februari 2015 yang 
ditandatangani dibawah sumpah jabata oleh dr. Jerny Dase,SH, SpF, 
M.Kes. 
2. Dakwaan 
 
Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatf, rumusannya 
mirip dengan surat dakwaan subsider, yaitu yang didakwakan adalah 
beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang 
harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah Majelis 
Hakim tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan didepan 
pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang 
didakwakan. Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus 
pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal 
yang saling berkaitan unsurnya, karena unsur tindak pidana tersebut 
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menimbulkan keraguan bagi penuntut umun untuk menentukan 
diantara 2 (dua) pasal atau lebih atas satu tindak pidana. 
Berdasarkan posisi kasus di atas dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum terhadap tindakan turut serta melakukan penganiayaan oleh 
terdakwa ASRULLAH Bin ANWAR ALIAS ATTULU yang dibicarakan 
dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang disusun secara 
alternatif adalah sebagai berikut : 
             KESATU: 
 
Bahwa terdakwa Asrullah Bin Anwar Alias Attulu 
bersama-sama dengan Sahar,Farid, Andi dan Jon (Semuanya 
belum tertangkap/DPO) dan beberapa orang lain yang tidak 
diketahui identitasnya, pada hari senin tanggal 06 Februari 
2015 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di lorong Inul 
depan warnet ALL atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat 
lain yang masih masuk kedalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, telah secara baik secara orang yang 
melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan 
yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: 
Bahwa awalnya terdakwa berkumpul di Perumahan 
Delta di samping Perumahan NTI Makassar lalu Sahar (DPO) 
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menceritakan kalau ada masalah dengan saksi korban 
wahidin Alias Wahid lalu Sahar (DPO) mengajak terdakwa dan 
Farid, Andi beserta Jon dan beberapa orang lain yang tidak 
diketahui identitasnya mempersiapkan busur, petasan dan alat 
lainnya untuk menyerang lalu memasukkannya kedalam tas 
kecil/ selempang warna hitam yang dibawa oleh Sahar, Farid, 
Jon (ketiganya DPO) dan yang lainnya, lalu terdakwa 
membonceng Jon (DPO) menggunakan sepeda motor begitu 
pula dengan yang lainnya juga saling berboncengan sekitar 5 
(lima) sepeda motor menuju kedepan warnet ALL tempat 
saksi korban biasa kempul-kumpul. 
Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, 
Sahar, Farid dan Andi (ketiganya DPO) berhenti di depan 
warnet All sehingga terdakwapu berhenti lalu , Sahar, Farid 
dan Andi (ketiganya DPO) langsung turun dari sepeda 
motornya sehingga terdakwa bersama Jon (DPO) juga turun 
dari sepeda motor, lalu , Sahar, Farid dan Andi (ketiganya 
DPO) dan beberapa orang lainnya langsung menyerang 
dengan melepaskan anak panah/ busur kearah saksi korban 
yang sedang berkumpul bersama teman-temannya 
sedangkan terdakwa sendiri berdiri dekat sepeda motor 
terdakwa untuk berjaga-jaga jangan sampai ada serangan 
balik dari saksi korban bersama teman-temannya, lalu saat itu 
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busur-busur yang dilepaskan oleh , Sahar, Farid dan Andi 
(ketiganya DPO) mengenai pada bagian punggung sebelah 
kiri saksi korban Wahidin, dan ada juga yang mengenai 
korban Gufran Walad alias Uffan pada bagian perut sebelah 
kanan dan mengenai korban Jumaidi Alias Medi pada bagian 
tangan/lengan sebelah kanannya lalu setelah itu beberapa 
pelaku lainnya (tidak diketahui identitasnya) membakar 
petasan dan melemparkannya ke udara setelah itu terdakwa 
dan yang lainnya langsung melarikan diri meninggalkan saksi 
korban dan yang lainnya. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama , 
Sahar, Farid, Andi dan Jon (semuanya belum tertangkap/ 
DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui 
identitasnya tersebut menyebabkan para korban mengalami 
luka-luka sebagaimana dalam visum Et Reperentum dari 
RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor: 
HK.04.01/I.19/1688 tanggal 10 Februari 2015 yang 
ditandatangani dibawah sumpah jabata oleh dr. Jerny 
Dase,SH, SpF, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan fisik pada 
korban Wahidin ditemukan: 
 Secondary survey : daerah dada : tampak satu buah luka 
tusuk pada dada bagian belakang kiri dengan permukaan 
luka terdapat satu buah busur yang tertancap pada tubuh 
dan berjarak 17 cm dari pundak kiri. Pangkal busur/ anak 
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panah tersebut terdapat rumbai berwarna kuning terbuat 
dari tali rapia.busur tersebut terletak 7 cm dari permukaan 
kulit. 
 Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan radiologi : 
dilakukan foto thoraks AP/AP + lateral dan hasil tampak 
metal yang berbentuk anak panah pada punggung bagian 
kiri dengan anak panah tertancap sejauh 9,3 cm dari 
permukaan kulit; 
 Tindakan/ pengobataan : tindakan ekstraksi 
korpusalienum serta cuci luka operasi NaCl 0,9% dan 
betadine. Setelah dilakukan ekstraksi korpusalienum 
(benda asing) didapatkan anak panah berukuran 10 cm 
dengan ujung runcing bermata 4 dengan pangkal terdapat 
rumbai berwarna kuning terbuat dari tali rafia. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, 
pasien membaik dan diijinkan pulang (rawat jalan). 
 
Kesimpulan : korban datang dengan kesadaran baik, 
didapatkan adanya satu buah luka tusuk pada bagian 
dada belakang dengan permukaan luka terdapat satu 
buah busur yang tertancap pada luka dengan ujung panah 
mengarah kekanan bawah berjawak 10 cm dari garis 
tengah tubuh dan berjarak 17 cm dari pundak kiri. 
Diameter busur / anak panah tersebut 0.5 cm, 
pemeriksaan fotorotgen dada bagian kiri dengan anak 
panah tertancap sejauh 9,3 cm dari permukaan kulit dan 
menancap didalam luka. Setelah dilakukan pengangkatan 
anak panah, didapatkan anak panah berukuran panjang 
10 cm dengan ujung runcing bermata 4 dengan pangkal 
terdapat rumbai berwarna kuning terbuat dari tali rafia. 
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Setelah dikeluarkan maka tampak anak panah tersebut 
sampai di otot. Luka-luka tersebut sesuai dengan 
karakteristik luka akibat persentuhan dengan benda yang 
berujung tajam (busur/anak panah). Setelah dilakukan 
pengangkatan busur, penjahitan luka dan pemberian obat 
pasien membaik dan rawat jalan. 
 
Dan visum Et Reperentum dari RSUP. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Nomor: 
HK.04.01/I.19/11689/2015 tanggal 10 februari 2015 yang 
ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Jerny 
Dase,SH, SpF, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan fisik 
pada korban Jumaidi ditemukan: 
 Secondary Survey: daerah tangan kanan: tampak satu 
buah luka tusuk pada bagian depan lengan kanan dengan 
permukaan luka terdapat satu buah busur/anak panah 
yang tertancap pada luka dengan ujung panah mengarah 
lurus keatas berjarak 7 cm dari permukaan kulit dengan 
pangkal terdapat rembai berwarna merah terbuat dari tali 
rapia. Panjang busur yang menancap didapatkan 
sepanjang 5 cm. Diameter busur 0,5 cm menancap didala 
luka. Kedalaman luka sulit dinilai. Disekitar garis batas 
luka tidak ada lecet, tidak ada memar. 
 Pemeriksaan penunjang : Radiologi : foto antebrachii 
desxtra : corpus alienum antebrachii dextra; 
 Tindakan pengobatan : Operasi pengagkatan busur/anak 
panah (ekstraksi korpusalienum) didapat anak panah 
berukuran 10,5 cm dengan ujung runcing bermata 7 
dengan pangkal terdapat rumbai berwarna merah terbuat 
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dari tali tapia. Panjang busur yang menancap didapatkan 
sepanjang 5 cm. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, 
pasien membaik dan diijinkan pulang (rawat jalan). 
 
Kesempulan :  Korban datang dengan kesadaran baik, 
didapatkan adanya satu buah luka tusuk pada bagian 
depan lengan kanan dengan permukaan luka terdapat 
satu buah busur yang tertancap pada luka dengan ujung 
panah mengarah lurus ke atas berjarak 7 cm dari siku. 
Diameter busur / anak panah tersebut 0.5 cm, dasar luka 
adalah otot. Luka-luka tersebut sesuai dengan 
karakteristik luka akibat persentuhan dengan benda yang 
berujung tajam (busur/anak panah), anak panah tersebut 
berukuran 10,5 cm dengan ujung runcing bermata 7 
dengan pangkal terdapat rumbai warna merah terbuat dari 
tali rapia. Panjang busur yang menancap didapatkan 
sepanjang 5 cm. Akibatnya dilakukan pengangkatan 
busur, penjahitan luka dan pemberian obat. Luka tersubut 
menyebabkan gerak aktif dan pasif lengan kanan bawah 
terbatas yang bersifat sementara akibat adanya nyeri. 
Setelah dilakukan perawatan tersebut korban membaik 
dan dianjurkan untuk rawat inap tetapi korban pulang atas 
permintaan sendiri. 
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Dan visum Et Reperentum dari RSUP. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Nomor: HK.04.01/I.19/1690/2015 
tanggal 23 februari 2015 yang ditandatangani dibawah 
sumpah jabatan oleh dr. Jerny Dase,SH, SpF, M.Kes, 
dengan hasil pemeriksaan fisik pada korban Gufran 
ditemukan: 
 Secondary Survey: daerah perut: tampak satu buah luka 
tusuk pada bagian pinggang  kanan dengan permukaan 
luka terdapat satu buah busur/anak panah yang tertancap 
pada luka berjarak 12 cm dari garis tengah tubuh dan 9 
cm dengan garis yang sejajar diatas pusar. Diameter 
busur/anak panah tersebut 0,5 cm menancap didalam 
luka. Busur/anak panah tersebut terletak 4 cm dari 
permukaan kulit. Kedalaman luka sulit dinilai, tepi luka 
rata. Tebing luka, dasar luka dan jembatang luka sulit 
dinilai. Disekitar garis batas luka tidak ada lecet, tidak ada 
memar. 
 Pemeriksaan Penunjang : Radiologi : foto USG Abdomen 
dengan hasil: corpus alienum yang menembus lobus 
kanan parenkim hepar; 
 Tindakan / pengobatan : Jenis operasi Laparatomi 
(pembukaan rongga perut). Hasil operasi : tampak anak 
panah menembus lobus kanan heparzona enam true and 
true (organ hati bagian kanan) sampai curvature mayor 
(lambung bagian bawah) pada antrum dengan ukuran 
lubang perforasi 1 cm. Jumlah perdarahan saat operasi 
sebanyak 300 cc. Setelah operasi didapatkan kedalaman 
anak panah yang menancap pada tubuh korban 7 cm. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, 
korban mendapatkan perawatan selama 12 hari di ICU 
dan lontara dua atas depan RS Wahidin Sudirohusodo 
korban membaik dan diijinkan pulang (rawat jalan). 
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Kesimpulan : Korban datang dengan kesadaran baik, 
didapatkan adanya satu buah luka tusuk pada bagian 
pinggang kanan dengan permukaan luka terdapat satu 
buah busur yang tertancap pada luka berjarak 12 cm dari 
garis tengah tubuh dan 9 cm dengan garis sejajar diatas 
pusar. Diameter busur/anak panah tersebut 0,5 cm 
menancap di dalam luka. Busur/anak panah tersebut 
terletak 4 cm dari permukaan kulit. Foto USG perut 
menunjukkan benda asing (busur/anak panah) yang 
menembus bagian kanan jaringan hati. Setelah dilakukan 
tindakan operasi pembukaan rongga perut maka 
didapatkan kedalaman anak panah yang menancap pada 
tubuh korban 7 cm dan menembus organ hati bagian 
kanan sampai lambung bagian bawah dengan ukuran 
lubang luka 1 cm. Akibat luka tersebut dapat 
membahayakan jiwa korban. Dirawat selama 12 hari di 
ICU da lontara dua atas depan RS Wahidin Sudirohusodo 
korban membaik dan diijinkan pulang. 
 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 
55 ayat (1) Ke-1 KUHP. 
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KEDUA 
Bahwa terdakwa Asrullah Bin Anwar Alias Attulu bersama-
sama dengan Sahar, Farid, Andi dan Jon (Semuanya belum 
tertangkap/DPO) dan beberapa orang lain yang tidak diketahui 
identitasnya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan 
dalam dakwaan pertama diatas, telah dengan sengaja turut 
serta dalam penyerangan atau perkelahiaan yang 
dilakukan oleh beberapa orang, maka selaing 
tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang 
istimewa dilakukannya, jika penyerangan atau perkelahian 
itu hanya berakibat ada orang luka berat, perbuatan mana 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai 
berikut: 
Bahwa awalnya terdakwa berkumpul di Perumahan Delta di 
samping Perumahan NTI Makassar lalu Sahar (DPO) 
menceritakan kalau ada masalah dengan saksi korban 
wahidin Alias Wahid lalu Sahar (DPO) mengajak terdakwa dan 
Farid, Andi beserta Jon dan beberapa orang lain yang tidak 
diketahui identitasnya mempersiapkan busur, petasan dan alat 
lainnya untuk menyerang lalu memasukkannya kedalam tas 
kecil/ selempang warna hitam yang dibawa oleh Sahar, Farid, 
Jon (ketiganya DPO) dan yang lainnya, lalu terdakwa 
membonceng Jon (DPO) menggunakan sepeda motor begitu 
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pula dengan yang lainnya juga saling berboncengan sekitar 5 
(lima) sepeda motor menuju kedepan warnet ALL tempat 
saksi korban biasa kempul-kumpul. 
Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sahar, 
Farid dan Andi (ketiganya DPO) berhenti di depan warnet All 
sehingga terdakwapu berhenti lalu , Sahar, Farid dan Andi 
(ketiganya DPO) langsung turun dari sepeda motornya 
sehingga terdakwa bersama Jon (DPO) juga turun dari 
sepeda motor, lalu , Sahar, Farid dan Andi (ketiganya DPO) 
dan beberapa orang lainnya langsung menyerang dengan 
melepaskan anak panah/ busur kearah saksi korban yang 
sedang berkumpul bersama teman-temannya sedangkan 
terdakwa sendiri berdiri dekat sepeda motor terdakwa untuk 
berjaga-jaga jangan sampai ada serangan balik dari saksi 
korban bersama teman-temannya, lalu saat itu busur-busur 
yang dilepaskan oleh , Sahar, Farid dan Andi (ketiganya DPO) 
mengenai pada bagian punggung sebelah kiri saksi korban 
Wahidin, dan ada juga yang mengenai korban Gufran Walad 
alias Uffan pada bagian perut sebelah kanan dan mengenai 
korban Jumaidi Alias Medi pada bagian tangan/lengan 
sebelah kanannya lalu setelah itu beberapa pelaku lainnya 
(tidak diketahui identitasnya) membakar petasan dan 
melemparkannya ke udara setelah itu terdakwa dan yang 
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lainnya langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban 
dan yang lainnya. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama , Sahar, 
Farid, Andi dan Jon (semuanya belum tertangkap/ DPO) dan 
beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya 
tersebut menyebabkan para korban mengalami luka-luka 
sebagaimana dalam visum Et Reperentum dari RSUP. Dr. 
Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor: HK.04.01/I.19/1688 
tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani dibawah 
sumpah jabata oleh dr. Jerny Dase,SH, SpF, M.Kes, dengan 
hasil pemeriksaan fisik pada korban Wahidin ditemukan: 
 Secondary survey : daerah dada : tampak satu buah luka 
tusuk pada dada bagian belakang kiri dengan permukaan 
luka terdapat satu buah busur yang tertancap pada tubuh 
dan berjarak 17 cm dari pundak kiri. Pangkal busur/ anak 
panah tersebut terdapat rumbai berwarna kuning terbuat 
dari tali rapia.busur tersebut terletak 7 cm dari permukaan 
kulit. 
 Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan radiologi : 
dilakukan foto thoraks AP/AP + lateral dan hasil tampak 
metal yang berbentuk anak panah pada punggung bagian 
kiri dengan anak panah tertancap sejauh 9,3 cm dari 
permukaan kulit; 
 Tindakan/ pengobataan : tindakan ekstraksi 
korpusalienum serta cuci luka operasi NaCl 0,9% dan 
betadine. Setelah dilakukan ekstraksi korpusalienum 
(benda asing) didapatkan anak panah berukuran 10 cm 
dengan ujung runcing bermata 4 dengan pangkal terdapat 
rumbai berwarna kuning terbuat dari tali rafia. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, 
pasien membaik dan diijinkan pulang (rawat jalan). 
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Kesimpulan : korban datang dengan kesadaran baik, 
didapatkan adanya satu buah luka tusuk pada bagian 
dada belakang dengan permukaan luka terdapat satu 
buah busur yang tertancap pada luka dengan ujung panah 
mengarah kekanan bawah berjawak 10 cm dari garis 
tengah tubuh dan berjarak 17 cm dari pundak kiri. 
Diameter busur / anak panah tersebut 0.5 cm, 
pemeriksaan fotorotgen dada bagian kiri dengan anak 
panah tertancap sejauh 9,3 cm dari permukaan kulit dan 
menancap didalam luka. Setelah dilakukan pengangkatan 
anak panah, didapatkan anak panah berukuran panjang 
10 cm dengan ujung runcing bermata 4 dengan pangkal 
terdapat rumbai berwarna kuning terbuat dari tali rafia. 
Setelah dikeluarkan maka tampak anak panah tersebut 
sampai di otot. Luka-luka tersebut sesuai dengan 
karakteristik luka akibat persentuhan dengan benda yang 
berujung tajam (busur/anak panah). Setelah dilakukan 
pengangkatan busur, penjahitan luka dan pemberian obat 
pasien membaik dan rawat jalan. 
 
Dan visum Et Reperentum dari RSUP. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Nomor: 
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HK.04.01/I.19/11689/2015 tanggal 10 februari 2015 yang 
ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Jerny 
Dase,SH, SpF, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan fisik 
pada korban Jumaidi ditemukan: 
 Secondary Survey: daerah tangan kanan: tampak satu 
buah luka tusuk pada bagian depan lengan kanan dengan 
permukaan luka terdapat satu buah busur/anak panah 
yang tertancap pada luka dengan ujung panah mengarah 
lurus keatas berjarak 7 cm dari permukaan kulit dengan 
pangkal terdapat rembai berwarna merah terbuat dari tali 
rapia. Panjang busur yang menancap didapatkan 
sepanjang 5 cm. Diameter busur 0,5 cm menancap didala 
luka. Kedalaman luka sulit dinilai. Disekitar garis batas 
luka tidak ada lecet, tidak ada memar. 
 Pemeriksaan penunjang : Radiologi : foto antebrachii 
desxtra : corpus alienum antebrachii dextra; 
 Tindakan pengobatan : Operasi pengagkatan busur/anak 
panah (ekstraksi korpusalienum) didapat anak panah 
berukuran 10,5 cm dengan ujung runcing bermata 7 
dengan pangkal terdapat rumbai berwarna merah terbuat 
dari tali tapia. Panjang busur yang menancap didapatkan 
sepanjang 5 cm. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, 
pasien membaik dan diijinkan pulang (rawat jalan). 
 
Kesempulan :  Korban datang dengan kesadaran baik, 
didapatkan adanya satu buah luka tusuk pada bagian 
depan lengan kanan dengan permukaan luka terdapat 
satu buah busur yang tertancap pada luka dengan ujung 
panah mengarah lurus ke atas berjarak 7 cm dari siku. 
Diameter busur / anak panah tersebut 0.5 cm, dasar luka 
adalah otot. Luka-luka tersebut sesuai dengan 
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karakteristik luka akibat persentuhan dengan benda yang 
berujung tajam (busur/anak panah), anak panah tersebut 
berukuran 10,5 cm dengan ujung runcing bermata 7 
dengan pangkal terdapat rumbai warna merah terbuat dari 
tali rapia. Panjang busur yang menancap didapatkan 
sepanjang 5 cm. Akibatnya dilakukan pengangkatan 
busur, penjahitan luka dan pemberian obat. Luka tersubut 
menyebabkan gerak aktif dan pasif lengan kanan bawah 
terbatas yang bersifat sementara akibat adanya nyeri. 
Setelah dilakukan perawatan tersebut korban membaik 
dan dianjurkan untuk rawat inap tetapi korban pulang atas 
permintaan sendiri. 
 
Dan visum Et Reperentum dari RSUP. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Nomor: HK.04.01/I.19/1690/2015 
tanggal 23 februari 2015 yang ditandatangani dibawah 
sumpah jabatan oleh dr. Jerny Dase,SH, SpF, M.Kes, 
dengan hasil pemeriksaan fisik pada korban Gufran 
ditemukan: 
 Secondary Survey: daerah perut: tampak satu buah luka 
tusuk pada bagian pinggang  kanan dengan permukaan 
luka terdapat satu buah busur/anak panah yang tertancap 
pada luka berjarak 12 cm dari garis tengah tubuh dan 9 
cm dengan garis yang sejajar diatas pusar. Diameter 
busur/anak panah tersebut 0,5 cm menancap didalam 
luka. Busur/anak panah tersebut terletak 4 cm dari 
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permukaan kulit. Kedalaman luka sulit dinilai, tepi luka 
rata. Tebing luka, dasar luka dan jembatang luka sulit 
dinilai. Disekitar garis batas luka tidak ada lecet, tidak ada 
memar. 
 Pemeriksaan Penunjang : Radiologi : foto USG Abdomen 
dengan hasil: corpus alienum yang menembus lobus 
kanan parenkim hepar; 
 Tindakan / pengobatan : Jenis operasi Laparatomi 
(pembukaan rongga perut). Hasil operasi : tampak anak 
panah menembus lobus kanan heparzona enam true and 
true (organ hati bagian kanan) sampai curvature mayor 
(lambung bagian bawah) pada antrum dengan ukuran 
lubang perforasi 1 cm. Jumlah perdarahan saat operasi 
sebanyak 300 cc. Setelah operasi didapatkan kedalaman 
anak panah yang menancap pada tubuh korban 7 cm. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, 
korban mendapatkan perawatan selama 12 hari di ICU 
dan lontara dua atas depan RS Wahidin Sudirohusodo 
korban membaik dan diijinkan pulang (rawat jalan). 
 
Kesimpulan : Korban datang dengan kesadaran baik, 
didapatkan adanya satu buah luka tusuk pada bagian 
pinggang kanan dengan permukaan luka terdapat satu 
buah busur yang tertancap pada luka berjarak 12 cm dari 
garis tengah tubuh dan 9 cm dengan garis sejajar diatas 
pusar. Diameter busur/anak panah tersebut 0,5 cm 
menancap di dalam luka. Busur/anak panah tersebut 
terletak 4 cm dari permukaan kulit. Foto USG perut 
menunjukkan benda asing (busur/anak panah) yang 
menembus bagian kanan jaringan hati. Setelah dilakukan 
tindakan operasi pembukaan rongga perut maka 
didapatkan kedalaman anak panah yang menancap pada 
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tubuh korban 7 cm dan menembus organ hati bagian 
kanan sampai lambung bagian bawah dengan ukuran 
lubang luka 1 cm. Akibat luka tersebut dapat 
membahayakan jiwa korban. Dirawat selama 12 hari di 
ICU da lontara dua atas depan RS Wahidin Sudirohusodo 
korban membaik dan diijinkan pulang. 
Perbuatan terdakwa merupakan tidak pidana sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-1 KUHP 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
 
Tuntutan penuntut umum merupakan permohonan Penuntut 
Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu 
perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi 
Perkara PDM-02/MKS/Ep/03/2015 tertanggal 02 April 2015 yang 
pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada 
pokoknya menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
 
MENUNTUT 
 
1. Menyatakan terdakwa ASRULLAH BIN ANWAR Alias ATTULU 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Dengan sengaja Turut Campur Dalam 
Penyerangan Yang Mengakibatkan luka berat” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 358 Ke-1 KUHPidana 
dalam surat dakwaan; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRULLAH BIN 
ANWAR Alias ATTULU dengan pidana penjara selama 8 
(DELAPAN) BULAN dikurangi seluruhnya dengan masa 
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penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar 
terdakwa tetap ditahan; 
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 6 (enam) buah anak 
panah/busur yang ujungnya runcing dan bergerigi dipangkalnya 
terdapat jumbai yang terbuat dari tali rapia satu buah 
pangkalnya terbuat dari besi dililiti lakban hitam dan karet 
warna kuning, dirampas dan dimusnahkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).  
 
4. Analisis Hukum 
 
Surat dakwaan merupakan suatu akte yang sangat penting 
kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terkait 
dengan fungsinya yang sangat penting, sehingga penuntut umum 
harus cermat dan dituntut memiliki kemampuan profesional dalam 
menyusun surat dakwaan.  
Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan diartikan sebagai 
surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan 
disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan 
rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada 
terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar 
pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.25 
Penyusunan surat dakwaan mengacu pada ketentuan Pasal 
143 ayat (2) KUHP sebagai berikut:  
“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi:  
                                                          
25  Harun M. Husein, 2005, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan 
Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 44.   
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a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis  
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka;  
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan.”  
 
Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, mengandung 
makna esensial bahwa ada dua syarat yang harus diperhatikan dalam 
surat dakwaan, yaitu syarat formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat 
(2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang diatur dalam Pasal 143 
ayat (2) huruf b KUHAP. 
Berikut akan diuraikan syarat formil dan syarat materil yang terkadung 
dalam dakwaan tersebut, yaitu:  
a. Syarat formil  
Syarat formil terkait dengan identitas terdakwa, dalam hal ini terdakwa 
dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan 
luka berat, yaitu:  
Nama Lengkap : Asrullah Bin Anwar Alias Attulu 
Tempat Lahir : Jeneponto 
Umur/tanggal Lahir : 17 tahun/27 Juli  1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal  : Jl. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya Makassar 
Agama                    : Islam 
Pekerjaan : Buruh Bangunan   
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b. Syarat materil  
Syarat materil berkaitan erat dengan penerapan hukum materil 
terhadap suatu perkara. Untuk mengetahui kesesuaian antara tindak 
pidana yang terjadi dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut 
umum, maka Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal dalam 
dakwaan yang dinyatakan terbukti dipersidangan dan telah diputus 
oleh Majelis Hakim 
Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan Alternatif 
sehingga majelis hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan 
mana yang dirasa unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa.  
Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut 
umum, di kenakan Pasal 358 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dari 
perbuatan itu dapat di hukum, adalah sebagai berikut: 
a. Unsur barangsiapa 
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang 
atau siapa saja tanpa terkecuali yang merupakan subjek hukum 
serta dapat dipertanggung jawabkan semua perbuatannya dan 
yang dimaksud barang siapa yaitu terdakwa ASRULLAH BIN 
ANWAR Alias ATTULU yang diajukan dalam persidangan ini yang 
identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula 
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dibenarkan oleh hakim serta diperkuat oleh keterangan saksi-
saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani maupun rohani sehinga setiap perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur “barang 
siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
b. Unsur dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau 
perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang. 
Di dalam undang-undang, pengertian dengan sengaja turut 
campur tidak dijelaskan, akan tetapi menurut Memori Van 
Toelichting (M.U.T) sengaja adalah mengetahui dan menghendaki 
artinya terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatan 
yang dilakukannya. 
Bahwa jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa yang 
saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh 
fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 06 Februari 2015 
sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Perintis kemerdekaan 
Km. 14 Daya Kota Makassar tepatnya dilorong INUL depat warnet 
ALL, terdakwa Asrullah Bin Anwar Alias Attulu ikut dalam 
penyerangan bersama-sama dengan Sahar, Farid, Andi, Jon 
(semuanya belum tertangkap/DPO) dan beberapa orang lain yang 
tidak terdakwa ketahui identitasnya, dimana awalnya terdakwa 
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diajak oleh Sahar (DPO) untuk melakukan penyerangan karena 
Sahar(DPO) punya masalah dengan korban Wahidin mengenai 
handphone milik  Sahar (DPO) yang digadaikan kepada saksi 
korban Wahidin tetapi pada saat akan ditebus HP tersebut tidak 
ada sehingga Sahar kesal dan jengkel dan mau menyerang ke 
tempat korban Wahidin berkumpul. Sehingga Sahar (DPO) 
menyiapkan busur, ketapel yang disimpan dalam tas untuk 
melakukan penyerangan tersebut lalu terdakwapun ikut dengan 
mengendarai sepeda motor dan membonceng Jon (DPO) 
sedangkan yang lainnya juga saling berboncengan sekitar 5 motor 
lalu menuju ke depan warnet ALL dan setelah tiba terdakwa hanya 
diatas motor untuk jaga-jaga jangan sampai ada serangan balik 
dari teman-teman saksi korban sedangkan Sahar, Farid, Andi, 
(DPO) dan yang lainnya langsung menyerang dengan 
melepaskan busur/anak panah ke arah saksi korban wahid 
berkumpul bersama teman-temannya setelah itu ada yang 
melempar seperti bom molotov dan petasan sehingga membuat 
para korban menjadi tambah panik. 
Bahwa terdakwa menyadari kalau perbuatannya tersebut salah 
dan dilarang namun karena terdakwa diajak dan terdakwa 
mempunyai rasa solidaritas sebagai teman Sahar (DPO) dan yang 
lainnya sehingga terdakwapun ikut membantu dalam penyerangan 
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tersebut bersama sekitar 10 (sepuluh) orang tanpa terdakwa 
pikirkan lagi apa akibat dari perbuatannya tersebut. 
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur “Dengan sengaja turut Campur dalam Penyerangan 
yang dilakukan oleh beberapa orang” telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan menurut hukum.     
c. Menjadikan ada orang mendapat luka berat 
Yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP 
yaitu penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi 
dengan semprnah atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus 
menerus tidak cakap dalam pekerjaannya. 
Bahwa jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan 
berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan 
terdakwa yang saling besesuaian satu dengan yang lainnya, maka 
diperoleh fakta hukum bahwa dari penyerangan dengan 
menggunakan anak busur/anak panah tesebut terdakwa lakukan 
bersama dengan Sahar, Farid, Andi (DPO) dan beberapa orang 
lainnya menyebabkan para saksi korban Gufran terkena busur 
pada bagian perut sebanyak 1 kali, Wahidin terkena busur pada 
bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 kali dam huamaidi 
terkena busur pada bagian tangan/lengan sebelah kanan sebagai 
mana surat visum Et Repertum dari RSUD. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Nomor: HK.04.01/I.19/1688 tanggal 10 
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Februari 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah jabata oleh 
dr. Jerny Dase,SH, SpF, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan fisik 
pada korban Wahidin ditemukan: 
 Secondary survey : daerah dada : tampak satu buah luka tusuk 
pada dada bagian belakang kiri dengan permukaan luka terdapat 
satu buah busur yang tertancap pada tubuh dan berjarak 17 cm 
dari pundak kiri. Pangkal busur/ anak panah tersebut terdapat 
rumbai berwarna kuning terbuat dari tali rapia.busur tersebut 
terletak 7 cm dari permukaan kulit. 
 Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan radiologi : dilakukan foto 
thoraks AP/AP + lateral dan hasil tampak metal yang berbentuk 
anak panah pada punggung bagian kiri dengan anak panah 
tertancap sejauh 9,3 cm dari permukaan kulit; 
 Tindakan/ pengobataan : tindakan ekstraksi korpusalienum serta 
cuci luka operasi NaCl 0,9% dan betadine. Setelah dilakukan 
ekstraksi korpusalienum (benda asing) didapatkan anak panah 
berukuran 10 cm dengan ujung runcing bermata 4 dengan 
pangkal terdapat rumbai berwarna kuning terbuat dari tali rafia. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, pasien 
membaik dan diijinkan pulang (rawat jalan). 
Kesimpulan : korban datang dengan kesadaran baik, 
didapatkan adanya satu buah luka tusuk pada bagian dada 
belakang dengan permukaan luka terdapat satu buah busur yang 
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tertancap pada luka dengan ujung panah mengarah kekanan 
bawah berjawak 10 cm dari garis tengah tubuh dan berjarak 17 
cm dari pundak kiri. Diameter busur / anak panah tersebut 0.5 cm, 
pemeriksaan fotorotgen dada bagian kiri dengan anak panah 
tertancap sejauh 9,3 cm dari permukaan kulit dan menancap 
didalam luka. Setelah dilakukan pengangkatan anak panah, 
didapatkan anak panah berukuran panjang 10 cm dengan ujung 
runcing bermata 4 dengan pangkal terdapat rumbai berwarna 
kuning terbuat dari tali rafia. Setelah dikeluarkan maka tampak 
anak panah tersebut sampai di otot. Luka-luka tersebut sesuai 
dengan karakteristik luka akibat persentuhan dengan benda yang 
berujung tajam (busur/anak panah). Setelah dilakukan 
pengangkatan busur, penjahitan luka dan pemberian obat pasien 
membaik dan rawat jalan. 
 
Dan visum Et Reperentum dari RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar Nomor: HK.04.01/I.19/11689/2015 tanggal 10 februari 
2015 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Jerny 
Dase,SH, SpF, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan fisik pada 
korban Jumaidi ditemukan: 
 Secondary Survey: daerah tangan kanan: tampak satu buah luka 
tusuk pada bagian depan lengan kanan dengan permukaan luka 
terdapat satu buah busur/anak panah yang tertancap pada luka 
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dengan ujung panah mengarah lurus keatas berjarak 7 cm dari 
permukaan kulit dengan pangkal terdapat rembai berwarna merah 
terbuat dari tali rapia. Panjang busur yang menancap didapatkan 
sepanjang 5 cm. Diameter busur 0,5 cm menancap didala luka. 
Kedalaman luka sulit dinilai. Disekitar garis batas luka tidak ada 
lecet, tidak ada memar. 
 Pemeriksaan penunjang : Radiologi : foto antebrachii desxtra : 
corpus alienum antebrachii dextra; 
 Tindakan pengobatan : Operasi pengagkatan busur/anak panah 
(ekstraksi korpusalienum) didapat anak panah berukuran 10,5 cm 
dengan ujung runcing bermata 7 dengan pangkal terdapat rumbai 
berwarna merah terbuat dari tali tapia. Panjang busur yang 
menancap didapatkan sepanjang 5 cm. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, pasien 
membaik dan diijinkan pulang (rawat jalan). 
Kesempulan :  Korban datang dengan kesadaran baik, didapatkan 
adanya satu buah luka tusuk pada bagian depan lengan kanan 
dengan permukaan luka terdapat satu buah busur yang tertancap 
pada luka dengan ujung panah mengarah lurus ke atas berjarak 7 
cm dari siku. Diameter busur / anak panah tersebut 0.5 cm, dasar 
luka adalah otot. Luka-luka tersebut sesuai dengan karakteristik 
luka akibat persentuhan dengan benda yang berujung tajam 
(busur/anak panah), anak panah tersebut berukuran 10,5 cm 
68 
 
dengan ujung runcing bermata 7 dengan pangkal terdapat rumbai 
warna merah terbuat dari tali rapia. Panjang busur yang 
menancap didapatkan sepanjang 5 cm. Akibatnya dilakukan 
pengangkatan busur, penjahitan luka dan pemberian obat. Luka 
tersubut menyebabkan gerak aktif dan pasif lengan kanan bawah 
terbatas yang bersifat sementara akibat adanya nyeri. Setelah 
dilakukan perawatan tersebut korban membaik dan dianjurkan 
untuk rawat inap tetapi korban pulang atas permintaan sendiri. 
 
Dan visum Et Reperentum dari RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar Nomor: HK.04.01/I.19/1690/2015 tanggal 23 februari 
2015 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Jerny 
Dase,SH, SpF, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan fisik pada 
korban Gufran ditemukan: 
 Secondary Survey: daerah perut: tampak satu buah luka tusuk 
pada bagian pinggang  kanan dengan permukaan luka terdapat 
satu buah busur/anak panah yang tertancap pada luka berjarak 12 
cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dengan garis yang sejajar 
diatas pusar. Diameter busur/anak panah tersebut 0,5 cm 
menancap didalam luka. Busur/anak panah tersebut terletak 4 cm 
dari permukaan kulit. Kedalaman luka sulit dinilai, tepi luka rata. 
Tebing luka, dasar luka dan jembatang luka sulit dinilai. Disekitar 
garis batas luka tidak ada lecet, tidak ada memar. 
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 Pemeriksaan Penunjang : Radiologi : foto USG Abdomen dengan 
hasil: corpus alienum yang menembus lobus kanan parenkim 
hepar; 
 Tindakan / pengobatan : Jenis operasi Laparatomi (pembukaan 
rongga perut). Hasil operasi : tampak anak panah menembus 
lobus kanan heparzona enam true and true (organ hati bagian 
kanan) sampai curvature mayor (lambung bagian bawah) pada 
antrum dengan ukuran lubang perforasi 1 cm. Jumlah perdarahan 
saat operasi sebanyak 300 cc. Setelah operasi didapatkan 
kedalaman anak panah yang menancap pada tubuh korban 7 cm. 
 Setelah dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat, korban 
mendapatkan perawatan selama 12 hari di ICU dan lontara dua 
atas depan RS Wahidin Sudirohusodo korban membaik dan 
diijinkan pulang (rawat jalan). 
Kesimpulan : Korban datang dengan kesadaran baik, 
didapatkan adanya satu buah luka tusuk pada bagian pinggang 
kanan dengan permukaan luka terdapat satu buah busur yang 
tertancap pada luka berjarak 12 cm dari garis tengah tubuh dan 9 
cm dengan garis sejajar diatas pusar. Diameter busur/anak panah 
tersebut 0,5 cm menancap di dalam luka. Busur/anak panah 
tersebut terletak 4 cm dari permukaan kulit. Foto USG perut 
menunjukkan benda asing (busur/anak panah) yang menembus 
bagian kanan jaringan hati. Setelah dilakukan tindakan operasi 
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pembukaan rongga perut maka didapatkan kedalaman anak 
panah yang menancap pada tubuh korban 7 cm dan menembus 
organ hati bagian kanan sampai lambung bagian bawah dengan 
ukuran lubang luka 1 cm. Akibat luka tersebut dapat 
membahayakan jiwa korban. Dirawat selama 12 hari di ICU da 
lontara dua atas depan RS Wahidin Sudirohusodo korban 
membaik dan diijinkan pulang.  
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa unsur “Menjadikan ada orang mendapat luka 
berat” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
Berdasarkan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Asrullah BIN 
Anwar Alias Attulu bersalah melakukan tindak pidana turut serta 
melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 358 ayat (1) KUHP. Uraian tersebut diperkuat 
dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suparman 
Nyompa, S.H., M.H. (Hakim Anak) di Pengadilan Negeri Makassar 
yang mengatakan bahwa : 
“Penerapan hukum pidana yang diterapkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum sudah sesuai, itu terlihat dengan apa yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan 
alternative Pasal 358 ke-1 KUHPidana.” 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap 
Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan 
Pertimbangan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim 
dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan 
yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi 
pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. 
Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan 
tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa 
yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) 
dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan 
memberikan penilaian atas peristwa yang terjadi serta 
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya majelis 
hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana 
terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.  
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
72/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks. 
 
1. Pertimbangan Hakim  
 
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis 
hakim terhadap turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan 
72 
 
yang dilakukan oleh terdakwa ASRULLAH BIN ANWAR ALIAS 
ATTULU, adalah sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan 
telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama 
Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dakwaan 
kedua pasal 358 ayat (1) KUHP ; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar 
keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya 
masing-masing antara lain sebagai berikut : 
Saksi WAHIDIN ALIAS WAHID dan JUMAIDI ALIAS MEDI 
memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada 
penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara 
persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah 
mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan 
terdakwa ; 
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah 
memberikan keterangan pada pokoknya telah mengakui 
perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita 
acara persidangan ini ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, 
maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan 
para saksi yang didengar dibawah sumpah antara yang satu 
dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan 
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keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti 
dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 
dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan 
terdakwa ; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa 
maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan 
hakim yakni akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan 
sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; 
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut 
dapat dipertanggung jawabkan kepadanya maka hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut ; 
Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan terdakwa telah 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, 
penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak 
menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan 
dijatuhkan ; 
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Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam 
tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa ; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal yang 
ada pada diri terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun 
hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan 
dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan ; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada korban dan 
membahayakan nyawa korban Gufran 
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan 
memperbaiki dirinya ; 
Maka hukuman yang dijatuhkan dibawah ini cukup adil dan 
bijaksana ;  
Memperhatikan pasal dari undang-undang yang besangkutan 
khususnya pasal 358 ke-1 KUHP 
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2. Amar Putusan 
 
1. Menyatakan terdakwa ASRULLAH BIN ANWAR Alias ATTULU 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Turut serta dalam melakukan penyerangan yang 
mengakibatkan luka berat” ; 
2. Menghukum terdakwa ASRULLAH BIN ANWAR Alias ATTULU 
tersebut oleh karena itu  dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
bulan ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikuragkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 6 (enam) buah anak 
panah/busur yang ujungnya runcing dan bergerigi dipangkalnya 
terdapat jumbai yang terbuat dari tali rapia, satu buah 
pangkalnya terbuat dari besi dililiti lakban hitam dan karet warna 
kuning, dirampas untuk dimusnahkan; 
5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  Rp. 
2000,-(dua ribu rupiah).  
 
3. Analisis Hukum 
Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan 
beberpa aspek baik dari umur terdakwa yang tergolong masih 
dibawah umur maupun sikap dan perilaku terdakwa selama 
persidangan yang membantu lancarnya proses hukum acara. Dan 
tentu saja dampak tindak pidana yang tidak biasa. Sebenarnya jika 
melihat realita yang ada, seorang anak dimata undang-undang itu 
memang tidak memungkinkan untuk melakukan tindak kriminal. 
Tetapi kenyataan berkata lain, seperti perkara anak ini. Dalam 
proses penjatuhan pemidanaan kepada seorang anak yang 
melakukan tindak pidana, hakim juga memperhatikan pandangan 
masyarakat sekitar jangan sampai putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim tersebut memberikan persepsi negatif terhadap hukum kita 
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sendiri. Menurut penulis, hakim sudah baik dalam memutuskan 
perkara anak ini, tidak terlalu berat dan juga begitu ringan. Sesuai 
dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan 
pertimbangan antar realita dan undang-undnag tanpa melanggar 
peraturan perundang-undangan tersebut. 
Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar 
yaitu Bapak Suparman Nyompa S.H.,M.H bahwa perbuatan 
terpidana berdasarkan alat-alat bukti, seperti keterangan para saksi 
dan visum et repertum yang diajukan, serta fakta-fakta yang 
terungkap di dalam persidangan, ialah memenuhi unsur-unsur 
keturutsertaan anak melakukan tindak pidana penganiayaan. Hal ini 
dapat dinilai dengan melihat dan mempertimbangkan perbuatan para 
terpidana yang melakukan kekejaman atau kekerasan atau 
penganiayaan terhadap anak dengan tidak memperdulikan kerugian 
yang akan datang dari perbuatannya tersebut. Laporan peneliti 
kemasyarakatan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan 
keputusannya. Laporan peneliti kemasyarakatan ini membuka jalan 
bagi hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga dalam 
memberikan keputusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan 
yang dibutuhkan anak. 
Meskipun hakim yang menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa 
dalam kasus ini tidak sesuai dengan surat dakwaan dan surat 
tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam surat dakwaan 
77 
 
dan surat tuntutan yang terdapat dalam putusan ini yaitu, Jaksa 
Penuntut Umum menjatuhhkan pidana terhadap terdakwa 8 
(delapan) bulan di kurangi penahanan selama terdakwa berada 
dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 
Sedangkan Hakim yang mengadili perkara ini hanya menjatuhkan 
sanksi terhadap terdakwa yaitu, penjara selama 7 (tujuh) bulan 
penjara, walaupun denda yang diberikan juga sama yaitu Rp. 2.000 
(dua ribu rupiah). Sementara di Pasal 358 ke-1 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut  
“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab 
masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, 
diancam:  
1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada 
yang luka-luka berat. 
 
 
Menurut pendapat penulis, sanksi yang diberikan terhadap 
anak memang dengan menggunakan pidana penjara 
(perampasan/pencabutan kemerdekaan), penjatuhan sanksi pidana 
penjara oleh seorang hakim masih menjadi sarana paling utama 
dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak. Namun perlu dilihat 
apakah penjatuhan sanksi pidana penjara konsisten dengan prinsip-
prinsip perlindungan anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak, memang anak harus dilindungi setiap hak-haknya, tetapi tetap 
jika anak tersebut melakukan tindak pidana yang dapat merugikan 
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seseorang, anak tersebut tetap harus mendapatkan sanksi yang 
sudah diberlakukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. 
Menurut pendapat penulis, sanksi pidana penjara tetap perlu 
diberikan terhadap anak dalam kasus yang berat seperti misalnya 
membahayakan nyawa orang lain. Namun mengingat pidana penjara 
dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak perkembaangan 
mental, maka di dalam pelaksanaannya,anak harus mendapatkan 
pendidikan, pembinaan, agar mental anaktersebut tidak terganggu, 
anak yang mendapatkan pidana penjara tetap harus mendapatkan 
perlindungan hukum, mereka layak mendapatkan pendidikan 
sekalipun anak tersebut ada dalam penjara. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang turut serta 
melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 
terdakwa telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Jaksa 
penuntut umum sudah sangat tepat, dengan mengajukan terdakwa 
ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara 
alternatif. Penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan.   
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 
Nomor 72/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan 
yang dijatuhkan berdasarkan atas alat bukti berupa visum et 
repertum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, sehingga 
membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/dipidana. Selain itu 
fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. 
Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada 
perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
dinyatakan bersalah menurA~ut hukum dan harus dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-
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hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, 
baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya 
Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Agar bisa 
memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal 
yang sama.  
 
B.  Saran 
 
Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Penulis mengharapkan kepada para penegak hukum, terkhusus 
kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
kejahatan yang masih tergolong anak agar tidak hanya 
menjatuhkan sanksi pidana penjara untuk memberikan efek jera 
atas perbutannya tetapi dapat berupa sanksi tindakan. Sanksi 
pidana penjara diberikan kepada anak merupakan alternatif 
terakhir untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Hakim juga harus 
memperhatikan asas pertimbangan yang terbaik bagi anak, 
karena efek dari pidana penjara bagi anak berdampak negatif 
terhadap psikologisnya. 
2. Penulis juga berharap dengan melihat kenyataan yang terjadi 
dalam pemidanaan anak harus mengikuti aturan yang ada dengan 
menempatka anak pada penjara khusus apabila anak dijatuhi 
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pidana penjara, serta melaksanakan proses hukum sesuai UU 
Sistem Peradilan Pidana anak.  
3. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan 
kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena 
seringnya  terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya 
kesempatan dan kurannya pengawasan.  
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